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Abstract. Purpose—Deconstruct economic, social, and environmental 
realities in coastal communities with a political economy accounting 
perspective. Design/methodology/approach — A qualitative method 
with the postmodern paradigm and political economy accounting 
perspective. Findings — The results of this study found that the 
political economy of accounting plays an important role in 
"transacting" like a coin (metal) which has two different sides. Where 
on the one hand the actors (fishermen) have economic interests that 
clash with the preservation of nature and on the other hand, economic 
and social life still depend on nature as their main source. Thus, the 
deconstruction results offered can harmonise the relationship 
between society (economy and social) with nature. Practical 
Implications — Regional and central governments, especially the 
ministry of marine and fisheries, as well as coastal communities can 
benefit from sustainability accounting so that economic activities can 
run in harmony with social life and environmental sustainability. 
Originality/value — the deconstruction results offered come from the 
genius local wisdom of coastal communities that are starting to be 
forgotten. This paper tries to deconstruct the reality of coastal 
communities in providing solutions without destroying the main 
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livelihoods of the community. The parameters applying the triple 
bottom line concept are that there is harmonisation between the 
economic, social, and environmental aspects. 

Keywords: Sustainability, Accounting, Coastal, Abrasion 

 

Abstrak. Tujuan - mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan 
lingkungan di masyarakat pesisir dengan perspektif akuntansi 
ekonomi politik. Desain/metodologi/pendekatan - Metode kualitatif 
dengan paradigma postmodern dan perspektif akuntansi ekonomi 
politik. Hasil - penelitian ini menemukan bahwa ekonomi politik 
akuntansi memainkan peran penting dalam "bertransaksi" seperti 
koin (logam) yang memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi para 
pelaku (nelayan) memiliki kepentingan ekonomi yang berbenturan 
dengan pelestarian alam dan di sisi lain, kehidupan ekonomi dan 
sosial masih bergantung pada alam sebagai sumber utama mereka. 
Dengan demikian, hasil dekonstruksi yang ditawarkan dapat 
menyelaraskan hubungan antara masyarakat (ekonomi dan sosial) 
dengan alam. Implikasi Praktis - Pemerintah daerah dan pusat, 
khususnya kementerian kelautan dan perikanan, serta masyarakat 
pesisir dapat memperoleh manfaat dari akuntansi keberlanjutan 
sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan 
kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Orisinalitas/nilai - 
hasil dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal 
jenius masyarakat pesisir yang mulai dilupakan. Artikel ini mencoba 
mendekonstruksi realitas masyarakat pesisir dalam memberikan 
solusi tanpa menghancurkan mata pencaharian utama masyarakat. 
Parameter yang menerapkan konsep triple bottom line adalah 
bahwa ada harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. 

Kata kunci: Keberlanjutan, Akuntansi, Pesisir, Abrasi 

 

Pendahuluan  

Permasalahan keberlanjutan telah menarik perhatian negara-negara di dunia untuk 

membahasnya pada berbagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi. Bahkan dalam 

tulisannya, Gray (1992) mengemukakan salah satu tantangan langsung bagi model 

ekonomi dunia yang berjalan melalui akuntansi dan keuangan konvensional adalah 

keberlanjutan. Hal tersebut dipicu oleh  antroposentris yang mendorong manusia 

untuk mencapai tujuan menguasai dan mengendalikan alam. Akibatnya, terjadi 

konflik kepentingan, antara kepentingan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan (Harari, 2016) dengan kepentingan lingkungan (Hartatil, 2007). Locus of 

control permasalahan keberlanjutan (lingkungan) terletak pada pendistribusian laba 

yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Pendistribusian laba yang diperoleh masih berfokus pada kepentingan stakeholder 
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yang mengutamakan aspek2 ekonomi. Kamayanti (2016) menjelaskan bahwa 

pendistribusian laba sendiri telah lama menjadi bahan diskusi bagi Tinker (1980) 

sebagai penggagas Political Economy Accounting (PEA).  

Pelaporan laba dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi 

merefleksikan bahwa angka – angka yang tercetak merupakan implementasi dari 

kejayaan perusahaan. Dalam perspektif Political Economy Accounting tidak 

mempersoalkan mengenai laba tetapi kebijakan yang diadopsi untuk penggunaan 

kebijakan akuntansi termasuk biaya lingkungan (environmental costs). Biaya 

lingkungan berpengaruh negatif terhadap besarnya laba bersih (Sari, 2020). Hal 

tersebut membuat manajemen dan stakeholder memberikan perhatian terhadap 

biaya lingkungan karena memiliki hubungan erat dengan laba. Biaya lingkungan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (Bell dan Lehman, 

1999; Ministry of the Environment Japan, 2005:Hal. 3; de Beer dan Friend, 2006; 

AICPA, 2004 dalam Volosin, 2008: Hal. 3; Cohen dan Robbins, 2011; Ministry of the 

Environment Japan, 2005) merupakan unit analisis dalam sustainability accounting.  

Sustainability accounting lahir dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia (Sukoharsono, 2017) dan mewajibkan perusahaan 

untuk mengeluarkan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi perusahaan yang 

beroperasi di Indonesia (Michella et al., 2017). Salah satu topik menarik untuk diteliti 

pada kajian sustainability accounting mengenai masyarakat lokal khususnya yang 

berada di pesisir. Masyarakat pesisir mengalami kasus abrasi pantai sudah menjadi 

masalah kontemporer di seluruh dunia termasuk Indonesia yang telah terjadi di 

berbagai pulau (Damaywanti, 2013; Hernowo, 2012; Prawiradisastra, 2003; 

Setyandito dan  Triyanto, 2007; Tarigan, 2007). Salah satu pulau yang mengalami 

abrasi pantai yaitu Pulau Sulawesi tepatnya di sepanjang pantai Galesong.3 

Masyarakat pesisir yang berdiam di sepanjang pesisir pantai tersebut telah 

merasakan dampak dari abrasi tersebut. Walaupun abrasi pantai telah berlangsung 

lama, belum dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk 

menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir termasuk nelayan.  

Dilema nelayan semakin memuncak ketika perekonomian keluarga terusik dan 

tempat tinggal terancam oleh abrasi. Pembangunan tanggul tidak memberikan solusi 

yang berguna bagi perekonomian nelayan. Kapal – kapal nelayan yang terbuat dari 

                                                        

 

2 Memahami ekonomi politik produksi rekan membutuhkan pertimbangan setidaknya dua 
faktor yang saling terkait yaitu faktor ekonomi yang memungkinkan munculnya produksi 
rekan dan faktor budaya yang unik dalam komunitas produksi rekan yang memiliki potensi 
untuk menumbangkan kecenderungan global yang berlaku (Birkinbine, 2020) 

3  https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong-
sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-
hilang?page=all,https://mediaindonesia.com/read/detail/288746-abrasi-pantai-galesong-
membuat-rumah-penduduk-terancam, 
https://news.okezone.com/read/2020/01/08/609/2150794/pantai-galesong-takalar-
alami-abrasi-belasan-rumah-warga-terancam-hilang,  

https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong-sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-hilang?page=all
https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong-sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-hilang?page=all
https://makassar.kompas.com/read/2020/01/07/15065931/abrasi-pantai-galesong-sulsel-puluhan-rumah-dan-kuburan-hilang?page=all
https://mediaindonesia.com/read/detail/288746-abrasi-pantai-galesong-membuat-rumah-penduduk-terancam
https://mediaindonesia.com/read/detail/288746-abrasi-pantai-galesong-membuat-rumah-penduduk-terancam
https://news.okezone.com/read/2020/01/08/609/2150794/pantai-galesong-takalar-alami-abrasi-belasan-rumah-warga-terancam-hilang
https://news.okezone.com/read/2020/01/08/609/2150794/pantai-galesong-takalar-alami-abrasi-belasan-rumah-warga-terancam-hilang
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kayu tidak bisa disandarkan ke daratan. Para stakeholder termasuk perusahaan 

pengelolaan hasil tangkapan laut (baik skala kecil dan besar) yang berada di daerah 

tersebut tidak banyak memperhatikan permasalahan abrasi pantai. Salah satu 

tantangan yang dihadapi oleh peneliti adalah masuk ke dalam komunitas lokal dan 

instansi yang memiliki kebudayaan sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Amalia (2014) bahwa budaya merupakan fungsi pengikat seseorang pada suatu 

masyarakat dan sekaligus sebagai pembeda antara masyarakat lainnya, serta 

memiliki beberapa unsur-unsur yang mendukung pembentukannya. Penelitian 

mengenai politik ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti pada berbagai 

bidang.4 Hal tidak  mengherankan ketika Tinker (1985) menjelaskan bahwa praktik 

akuntansi merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik sosial, alat untuk menilai 

persyaratan pertukaran antara konstituen sosial, mekanisme kelembagaan untuk 

arbitrase, evaluasi, dan mengadili pilihan sosial.  

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan pasar (Lassou dan  Hopper, 

2016). Penelitian mengenai sustainability accounting telah banyak dilakukan di 

perusahaan, namun masih sedikit yang melakukan penelitian akuntansi pada 

masyarakat lokal pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat 

pegangan untuk penelitian. Peneliti menggunakan paradigma postmodern dan 

perspektif Political Economy Accounting untuk memperoleh gambaran mengenai apa 

yang terlihat tetapi mendekonstruksi sesuatu yang melatarbelakangi fenomena yang 

terjadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendekonstruksi realitas 

ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir dengan perspektif Political 

Economy Accounting.  

Metoda 

Menggali lebih dalam sebuah fenomena yang ada merupakan tujuan metode 

kualitatif. Metode kualitatif berpandangan bahwa hubungan peneliti dengan realitas 

(fakta) lapangan bersifat independen, bebas nilai, dan tidak bias, serta lebih bersifat 

subjektif. Metode kualitatif merupakan salah satu model dari penelitian humanistik 

yang menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam sebuah peristiwa. Paradigma 

yang digunakan adalah postmodern yang dikenal dengan dekonstruksi yang 

merupakan karakteristik mendasar dan esensial (Muhajir, 2000). Pola berpikir 

kontradiksi, kontroversi, paradoks, dan dilematis merupakan pola pikir postmodern.  

Posmodernisme melihat realitas sebagai problematis yang selalu perlu inquired, 

discovered, dan cenderung kontroversial. Hal ini dipandang penting mengingat 

                                                        

 

4 Penelitian pada industri biodiesel (Naylor dan  Higgins, 2017), listrik (Warren dan  Seal, 

2018), batu bara (Montrone et al., 2021), politik (Alexandre et al., 2022), pendidikan 

(Bessant et al., 2017), akuntansi (Lassou dan  Hopper, 2016), akuntansi pemerintahan 

(Lassou dan  Hopper, 2016), sektor publik dan privatisasi (Montrone et al., 2021) bahkan 

merambat pada usaha kecil milik keluarga (Ahmed dan Uddin, 2018) 
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penelitian berada pada lintas disiplin ilmu dan hendak melakukan dekonstruksi atas 

permasalahan yang terjadi.  

 

Political Economy Accounting (PEA) diperkenalkan pertama kali oleh Tinker (1980) 

melalui artikel yang berjudul Towards a political economy of accounting: an empirical 

illustration of the cambridge controversies. Tinker (1980) mencoba menghadirkan 

sebuah kajian ekonomi dan politik dalam menganalisis perusahaan berdasarkan 

informasi akuntansi yang tersedia. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan perspektif 

Political Economy Accounting sebagai alat analisis dari pendekatan kritis yang 

dikombinasikan antara kajian ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, yang 

dielaborasi dengan kearifan lokal dalam memecahkan persoalan di lapangan. 

Penelitian ini mengambil sebuah kasus abrasi yang terjadi di Galesong dan unit 

analisis merupakan komponen dasar dari studi kasus. Unit analisis penelitian ini ingin 

melihat permasalahan abrasi pantai di Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.  

 

Penelitian ini mengambil fokus triple bottom line (ekonomi, sosial, dan lingkungan) 

pada masalah abrasi di Galesong. Peneliti ingin menggali lebih dalam dan 

mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masyarakat pesisir 

dengan perspektif akuntansi ekonomi politik.  Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kategori informan yang diwawancarai terbagi menjadi dua yaitu aktor 

formal, meliputi pegawai Dinas Budidaya Air Payau, serta aktor informal, meliputi 

masyarakat pesisir yang tinggal di sepanjang pantai Galesong. Dengan demikian, 

subjektivitas dan intersubjektivitas data terakomodasi dengan kategorisasi kedua 

sumber data primer tersebut. Adapun data sekunder merupakan data tambahan 

sebagai elaborasi data primer.  

 

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-

visual. Wawancara (interview) dilakukan dengan tidak terstruktur mengalir sesuai 

topik – topik yang hendak ditanyakan pada informan. Peneliti mewawancarai 

informan secara acak dan berulang. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: Mengumpulkan data–data hasil temuan lapangan dan literatur 

yang ada berupa data primer dan data sekunder. Kemudian, menafsirkan data –data 

baik data primer maupun sekunder yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori, 

dan yang terakhir menarik kesimpulan dari pemaknaan atas data – data yang ada. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Dusun Beru Desa Palalakkang merupakan salah satu dusun yang mengalami abrasi 

pantai dan telah membangun tanggul untuk menahan ombak dan abrasi. Pada satu 

kesempatan, peneliti berjumpa dengan salah satu nelayan yang berada di dusun 

tersebut dan peneliti mempertanyakan maksud keberadaan tanggul tersebut 

mengapa hanya ada di dusun ini saja.  Di dekat tanggul itu peneliti bertanya kepada 

nelayan, adapun jawaban informan adalah  

“apa yang pernah terjadi di sini Daeng Ngitung. Mengapa tanggul ini buat ? 

Nelayan iu menjawab “tanggul ini baru saja selesai dikerjakan”. Peneliti 

“Apakah sebelumnya pernah terjadi abrasi?” Nelayan : Ya, bahkan tempat 

kita berdiri saat ini (bibir pantai) dahulunya terdapat rumah! rumahnya 

saudara saya yang terkena abrasi. Di tempat ini sampai ke sana (sambal 

menunjuk ke arah laut) merupakan pemukiman warga. Hal itulah 

menyebabkan mengapa ada tanggul beton ini karena terjadi abrasi 

(angngokoki antama pa'rasangang dalam bahasa daerah)”  

Peneliti kembali bertanya Apakah ada kaitannya dengan kapal pengeruk pasir seperti 

yang ramai diberitakan? Kata Nelayan “bukan, kapal tersebut keberadaan baru saja 

melakukan aktivitas pengerukan pasir. Tanggul ini sudah dikerjakan sebelum kapal 

itu datang” Di tempat yang berbeda peneliti menemui nelayan lain yang mengatakan 

“seingat saya, dahulu untuk dapat sampai ke pantai harus berjalan sekitar sekitar 200 

meter” Dampak yang ditimbulkan seperti mempercepat proses abrasi pantai, 

merusak ekosistem laut, dan menghilangkan mata pencaharian nelayan setempat. 

Abrasi sendiri telah sampai ke daratan tempat tinggal dan pemakaman masyarakat. 

Cara yang lazim digunakan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai adalah membuat 

tanggul di sepanjang pantai. Seperti tanggul yang ada di belakang pemukiman nelayan 

yang memiliki tinggi  2 meter, lebar 2 meter, dan panjang  150 meter. 

Berdasarkan informasi yang diberikan Nelayan5 jumlah anggarannya yang 

dibutuhkan untuk membangun tanggul seperti itu, sebesar Rp 3.000.000.0000,- s/d 

Rp 4.000.000.000,- Adapun gambar tanggul yang berada di belakang rumah Daeng 

Emba adalah sebagai berikut : 

                                                        

 

5 Percakapan nomor 23 tanggal 18 September 2018 Menit 00:34:17 s/d 00:34:23 
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Sumber : Dokumentasi Lapangan (2019)6 

Gambar 1. Tanggul Pemecah Ombak 

Peneliti bertemu dengan Pak Ilham Mone salah satu pegawai pada Balai Observasi 

Perikanan Air Payau Kabupaten Takalar membahas mengenai abrasi. Menyampaikan 

apa yang disampaikan oleh Daeng Ngitung mengenai rumah keluarganya yang 

terkena abrasi. Adapun penjelasan Daeng Mone mengenai keadaan pantai pada masa 

lalu dan saat ini adalah sebagai berikut : 

“Jadi sudah cocok itu, kalau di pala’lakkang tanahnya jauh sekali keluar, 

karena di daerah sini saja, itu pulau Sanrobengi di sini pak - sambil 

memberikan perkiraan jarak, orang bisa berenang ke sebelah saking 

dekatnya, sekarang sudah tidak bisa. Sebenarnya daerah sini merupakan 

tanjung yang mencolok keluar pak. Abrasi yang membuat itu terputus. Ada 

yang tersisa sedikit itu anggaplah sebagai pulau karena terpisah dengan 

daratan. Padahal dahulu itu bersambung dengan daratan. Jadi banyak di 

daerah sana itu pemilik tanah kehilangan tanahnya karena sudah menjadi 

laut. hehehe... terbukti pak ketika mau peresmian pelabuhan. Di sini kan 

perencanaan pelabuhan kapal penumpang. Ternyata banyak pendangkalan 

itu ke arah sanro bengi sehingga kapal itu ragu masuk ke situ, akhirnya 

pelindo putuskan tidak jadi itu” 

Menurut informasi yang diperoleh dari Daeng Mone, Perusahaan Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) memperkirakan biaya operasional untuk pengerukan pasir saja 

mesti dibutuhkan sekitar Rp 40.000.000 s/d Rp 60.000.000  per tahun. Hal itu 

disebabkan karena di perairan selat Makassar khususnya di Galesong memiliki dua 

tipe ombak yaitu pada musim badai (musim barat) bulan November s/d Maret ombak 

menarik yang menyebabkan abrasi dan pada musim timur bulan April s/d November 

itu membentuk daratan yang menyebabkan sedimentasi.  

                                                        

 

6 Gambar 1 diperoleh tanggal 23 September 2018  dan gambar 2 diperoleh pada tanggal 10 
Februari 2019 di Dusun Beru Desa Pala’lakkang, serta gambar 3 diperoleh pada tanggal 25 
April 2018 

 

2 1 
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Adapun gambar pemecah ombak yang dibuat oleh pihak balai observasi perikanan air 

payau Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 

 
Sumber : Dokumentasi Lapangan (2018)7 

Gambar 2. Pemecah Ombak  Pada bagian belakang Kantor Balai Observasi Perikanan 
Air Payau Desa Boddia Kabupaten Takalar 

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak balai observasi perikanan air payau Kabupaten 

Takalar membuat tanggul pemecah ombak sekitar 50 meter ke arah laut. Peneliti 

bertanya “tentukan biayanya tidak sedikit kan pak, buat pancang itu?.”Iya” jawaban 

singkat oleh Daeng Mone. Lalu peneliti mempertanyakan biaya pembuatan pancang 

pemecah ombak “kalau bapak dengar dengar, anggaran untuk membuat pancang  

pemecah ombak itu berapa itu ?”. jawab Daeng Mone “sekitar 25 juta satu kali keluar 

tapi jaraknya itu sekitar 200 pak. 200 meter ada lagi, keluar lagi, 200  meter ada lagi 

keluar lagi kita di belakang kantor ini ada 3 pemecah ombak keluar. nah, ternyata anu, 

ternyata sangat membantu sekali. sekalipun pada musim musim bulan ini ternyata 

tidak ini lagi”  

Pembahasan 

Ada banyak manfaat dan strategi pemanfaatan mangrove (Ali, 2015; Damayanti et al., 

2020; Dinilhuda et al., 2018; Edyanto, 2019; Gumilar, 2012; Jerowaru et al., 2022; 

Juhri et al., 2021; Kepel et al., 2019; Krisnandi et al., 2021; Pakedai dan  Raya, 2014; 

Senoaji dan  Hidayat, 2017; Suleman et al., 2018; Utomo et al., 2018; Yuliani dan  

Herminasari, 2017). Selain untuk pemecah ombak (Baeda et al., 2016; Maolani et al., 

2021), mangrove dapat menjadi tempat bertelur ikan dan kepiting (rajungan). 

Penanaman pohon bakau pada hutan kawasan mangrove wajib dijaga 

keberadaannya, karena bukan tidak mungkin pohon bakau yang sudah besar 

nantinya akan ditebang untuk dijadikan kayu bakar atau arang yang kualitasnya 

terkenal bagus. Untuk melihat lebih jauh manfaat bakau dapat dilihat pada gambar 3 

sebagai berikut: 

                                                        

 

7Gambar diperoleh pada tanggal 26 November 2018 
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Sumber : Courtesy of miss Idalia Machuca, (2013) 

Gambar 3. Pentingnya Mangrove 

Dalam masyarakat pesisir di Galesong terdapat kekuasaan yang memainkan peran 

dan pengaruh yang berperan dalam pengambilan keputusan. Mereka adalah pemilik 

modal yang terbagi atas dua golongan yaitu pemilik modal (papalele) dan pemilik 

kapal (juragang). Kedua pihak ini yang memainkan peran dalam proses 

pendistribusian laba pada nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat 

bergantung terhadap kedua pihak tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup. 

Untuk melakukan tindakan membutuhkan cost dalam setiap aktivitas yang mayoritas 

diperoleh dari kedua pihak tersebut. Kecuali nelayan telah pulang melaut dan 

memperoleh hasil pembagian yang melebihi biaya melaut, maka nelayan memiliki 

uang sendiri. Laba ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelum 

melaut. PEA memandang bahwa terdapat hubungan patron dan klien antara pemilik 

modal dengan nelayan yang membuat mereka memiliki ikatan yang lebih kuat 

daripada sekedar hubungan pemilik modal dan agen. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan empati, masyarakat pesisir terlebih dahulu melakukan pendekatan 

kepada para pemilik modal dan pemilik kapal  

Ketika telah mendapatkan legitimasi dari kedua pihak tersebut, permasalahan abrasi 

dapat diselesaikan dengan swadaya masyarakat. Selanjutnya untuk memecahkan 

permasalahan abrasi pantai adalah melakukan penanaman bakau8 (mangrove) di 

                                                        

 

8         Mangrove didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa 
pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. 
Mangrove tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua 
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sepanjang pesisir pantai. Mangrove adalah spesies tropis pohon atau semak yang 

telah beradaptasi untuk hidup di daerah pesisir. Daeng Mone menyampaikan kepada 

peneliti bahwa kisaran harga pohon bakau antara Rp 1.500 s/d Rp 2.000 per pohon. 

Berbagai macam jenis pohon bakau yang dapat dijadikan sebagai mitigasi9 untuk 

abrasi laut maupun sedimentasi. Untuk itu perlu diketahui mengenai zonasi 

mangrove yang menjelaskan urutan empat jenis berbeda bakau ditemukan di darat. 

Dari daratan mangrove buttonwood ditanam jauh dari air, lalu mangrove putih, 

kemudian mangrove hitam dan mangrove merah ditanam terdekat ke air. 

Adapun perbandingan biaya antara tanaman bakau dengan pemecah ombak adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Perbandingan Biaya Pembuatan Tanggul Untuk Mitigasi 
Keterangan Ukuran Pemecah Ombak Total 

Tanggul  
Panjang 150 Meter 
Lebar 2 Meter 
Tinggi 2 Meter 

Rp 2.000.000.000 s/d                                       
Rp 3.000.000.000 

Pancang pemecah 
ombak  

Panjang 50 Meter 
(3 lapis dengan jarak antara pemecah 
ombak masing - masing 25 meter 

Rp 75.000.000 

Pohon Bakau  
Rp 2.000 x 10.000 
pohon  
 

2.500 meter  
(jika pohon bakau disusun sebanyak 5 
lapis dengan jarak masing - masing 
pohon 50 cm) 

Rp 20.000.000 

Sumber : Data Lapangan Diolah (2018) 

Pemberdayaan Mangrove Dengan Tetap Menjaga Kelestariannya 

Minimnya informasi yang sampai pada masyarakat pesisir dan komunikasi yang 

dibangun oleh pihak yang terkait, membuat mangrove tidak dianggap “penting”. 

Padahal hutan mangrove  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan sebagai 

mitigasi abrasi serta sedimentasi. Informasi mengenai perhitungan nilai dan biaya 

dari hasil pemanfaatan hutan mangrove, perlu diperhitungkan dengan matang. 

Pemanfaatan hutan mangrove dapat dilakukan apabila hutan telah terbentuk (ada). 

Perhitungan tersebut dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi sekaligus 

sustainabilitas alam yang berjalan secara harmoni. Perhitungan nilai dan biaya dapat 

dihitung dari hasil pemanfaatan hutan mangrove dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu 

                                                        

 

pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan 
membentuk suatu komunitas. Bakau merupakan jenis yang dominan menyusun ekosistem 
mangrove dan  umum  ditemukan di garis pantai, yang cenderung lebih dekat ke laut dari 
pada ke darat.  Bakau  atau Rhizophora sp., merupakan salah satu spesies penyusun 
kawasan mangrove. 

9  Mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan 
dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan 
kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana 
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Perhitungan Potensi Sumber Daya Mangrove  

Metode ini dilakukan untuk menghitung potensi sumber daya mangrove yang bisa 

didapatkan dari pemanfaatan optimal seluruh luas lahan mangrove. Dari perhitungan 

ini dapat diketahui potensi profit yang bisa didapatkan jika pemanfaatan hutan 

mangrove dilakukan optimal.  

𝐕𝐍𝐠 = 𝐋 𝐗 𝐁𝐓 

Keterangan 

𝑉𝑁𝑔  = Nilai Nursery Ground 

L     = Luas 
𝐵𝑇   = Biaya Tambak  

Sebagai simulasi dalam memberikan nilai ekonomi pada hutan mangrove dapat 

menggunakan pendekatan biaya tambak. Untuk pembuatan kolam tambak diketahui 

nilai Nursery Ground Rp 10.000/m2 untuk 38.000 ekor udang. Jika 1 Hektar (Ha) = 

10.000 m2, dengan luas tambak dikeluarkan 4,31 Ha dan biaya pembuatan tambak 

yang dikeluarkan setiap 5 tahun (umur ekonomis tambak), maka manfaat hutan 

mangrove sebagai Nursery Ground adalah: 

Rp 10.000/m2  x 10.000 m2 = Rp 100.000.000 : 5 Tahun = Rp 20.000.000/ Ha 

Nilai hutan mangrove sebagai nursery ground  dapat dihitung hanya untuk hutan 

mangrove yang masih utuh, yaitu ;  

4,31 Ha x Rp 20.000.000/ Ha = Rp 86.200.000 

Kami tidak menyarankan untuk pemanfaatan mangrove untuk dikonversi menjadi 

batang kayu olahan dengan alasan apapun. Hal tersebut menjadi celah rusaknya 

hutan mangrove. Hutan mangrove pada daerah – daerah pesisir khususnya yang 

mengalami abrasi dipandang mendesak untuk dilaksanakan penanaman. Dibutuhkan 

kerja sama dan kesadaran berbagai pihak, dan perlu dilakukan tindakan cepat 

mengingat abrasi terus berlangsung. Peneliti menyarankan apabila kegiatan 

penanaman dilakukan pada wilayah pesisir Galesong, sebaik pada musim timur yakni 

bulan April sampai dengan November. Alasannya pada bulan tersebut di Galesong 

ombak membentuk sedimentasi, ketika beberapa bulan ditanam pohon bakau telah 

memiliki akar yang kuat dan menancap ke tanah. Tentu hal tersebut hanya berlaku di 

sekitar wilayah pantai Galesong dan tidak untuk digeneralisasi pada tempat yang 

berbeda. Dibutuhkan penelitian yang lain untuk penentuan waktu penanaman bakau 

pada tempat yang hendak ditanami bakau.  

Dengan demikian harmonisasi antara alam, manusia, ekonomi (triple bottom line) 

dapat berjalan dengan selaras. Nelayan terhindar dari masalah abrasi pantai 

sekaligus memperoleh nilai plus dari bakau yang merupakan rumah bagi ikan dan 

kepiting. Pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dapat memacu masyarakat untuk 

menjaga kelestarian alam khususnya wilayah pesisir. Proyek ini bersifat jangka 

panjang dan membutuhkan peran dari semua pihak khususnya perusahaan dan 

pemerintah. Perusahaan dan pemerintah yang berminat melakukan investasi 

lingkungan / mengeluarkan biaya lingkungan dapat memanfaat laporan 
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keberlanjutan yang dihasilkan oleh sustainability accounting yang berlandaskan pada 

triple bottom line. Salah satu item yang perlu diungkapkan dalam pelaporan 

sustainability reporting yang menggunakan standar GRI adalah keberadaan 

masyarakat lokal. Masyarakat lokal diatur dalam GRI 413 yang mengungkapkan 

mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan 

program pengembangan. 

Simpulan  

Hasil kajian dengan menggunakan PEA dalam memahami distribusi laba pada 

masyarakat pesisir terpusat pada pemilik modal (papalele) dan pemilik kapal 

(juragang) yang merefleksikan kekuasaan dan memainkan peran pada daerah pesisir 

di Galesong. PEA berusaha menilai dan mengkritisi praktek keadilan dibalik angka 

(laba) yang diperoleh nelayan secara menyeluruh. Angka pendapatan yang diperoleh 

nelayan erat kaitannya dengan kepedulian untuk memperhatikan lingkungan, karena 

aspek sosial masih terikat hubungan emosional patron klien (dengan pemilik modal 

dan pemilik kapal) dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidup keluarga 

dengan mengharapkan kelebihan dari bagi hasil setelah dikurangi perongkosan 

selama melaut (aspek ekonomi). Dengan demikian, harmonisasi antara aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) sulit terealisasi apabila 

kebutuhan pokok masih belum terpenuhi dengan layak.  

Adapun permasalahan abrasi perlu dilakukan penanganan di sepanjang pesisir 

pantai, dengan menanam bakau. Bakau tidak seperti tanggung yang terbuat dari batu 

yang hanya memiliki fungsi sebagai penahan ombak, tetapi dapat menjadi tempat 

bertelur ikan dan kepiting. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pesisir pantai ikut terjaga, serta alam lestari. Orisinalitas / nilai - hasil 

dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal masyarakat pesisir yang 

jenius yang mulai terlupakan. Makalah ini mencoba mendekonstruksi realitas 

masyarakat pesisir dalam memberikan solusi tanpa merusak mata pencaharian 

utama masyarakat. Parameter penerapan konsep triple bottom line adalah adanya 

keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.    

Keterbatasan penelitian terletak pada waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. 

Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian dalam bidang akuntansi 

untuk memperdalam kajian terkait daerah pesisir dengan melakukan kolaborasi 

berbagai disiplin ilmu lain.  
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